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ABSTRAKSI
Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20M tentang Pemerintahan Daeratr
meagisyara*an DPRD (Badan Legislatif) dan Pemerintah Daeratr @lsekutif Daeratr) sebagai
peayeleirggara pemerintah daerah bersama-sama berperan dalarn menetapkan kebijakan
politik dan pemerintalran di daerah. Namun demikian telah terjadi perbedaan tentang
terhadap besar kecilnya peran tentang hak dan wewenang DPRD terhadap
ctsistensi kewenangan Kepala Daerah telah memberikan wacana yang berpengaruh terhadap
bungan kemitraan antara Badan Legislatif dan Badan Eksekutif daerah. Dalam UU nomor
32 tahun 2004 tentang pemerintatr daerah, sebenamya sudah jelas diatur bahwa fungsi
leisldif tersebut yakni legislasi, anggaran serta confolling (pengawasan). Fungsi
Fgawasan yang dilalrukan legislatif inilah yang membuat hubungan kedua lembaga
-ttlFnes.
Penelitian ioi pada dasarnya bertujuan melihat hubungan eksekutif dan legislatif
&n pelaksanaan otonom daeratr. Penelitian ini mengambil Propinsi Jawa Tengatr sebagai
otEek penelitian. Penelitian ini mengambil studi kasus pada LKPJ Gubernur Jawa Tengatr
Tfrm 2010.
Hasil Penelitian menunjukkan batrwa hubungan eksekutif Legislatif di Jawa Tengah
nmg sedikit diwarnai dinamika karena ada sedikit gesekan penyelenggaraan
Ferintahan daerah. Satu kasus yang menyebabkan konflik adalah adanya kasus LKPJ
6emur akhir tatlrn anggaran 2010 yang dinilai tidak layak sebagai dokumen l"aporan
Kaangan PertanggungiawabarL karena banyak melakukan pengulangan/pengkopian
bgan LKPJ Gubernur Akhh Tahun Anggaran 2009, dimana s@ara substansi kemudian
-rimbulk- 
permasalahan. Selain aspek administratil ada nuansa politis di balik terjadinya
hrs copy paste LKPJ 2010. Penyelesaian kasus Copy Paste LKPJ tampaknya berjalan
nlos karena adanya kompromi politis antara Gubernur dengan Pansus LKPJ. Kasus copy
Fe LKPJ 2010 memang sedikit banyak telatr membawa pengaruh terhadap pemerintatran.
S€ctra politis kasus LKPJ ini juga memiliki imbas negatif. Kewibawaan Gubernur tercoreng,
da ini tentu saja akan bisa membawa dampak tidak langsung pada pencitaan Gubemur Bibit
Waluyo. Penyelesaian kasus Copy Paste LKPJ tampaknya berjalan mulus karena adanya
kmpromi politis antara Gubernur dengan Pansus LKPJ
ABSTRACT
Enactnent of Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Govemment hinted
Hiament (Legislative Council) and Local Government (Regional Executive) as organizer offt local government together play a role in setting policy and governance in the region
&ucver, there has been a difference of interpretation of the size of the role of the right and
erity to the existence of the authority of Parliament has grven the Regional Head of
dscourse that affect the parfirership betrveen the Legislature and the Executive Board area In
Art number 32 of 2004 on local govemmen! is already clearly regulated that the legislativefuion is the legislation, budgeting and controlling (supervision). Legislative oversight
fuction performed is what makes the relationship heats up both institutions.
This study aims to look basically the executive and legislative relations in the
iplementation of autonornous regions. This study took the Province of Central Java as an
dt€ct of research. This research takes a case study in the report is the Governor of Central
Jra in 2010.
Research results indicate that the association executive trgislature in Central Java
rs slightly marred because there is less friction dynarnics of local govemance. One case that
:rsed the conflict is a case report is the Governor of the end of fiscal year 2010 are
cmsidered not viable as a document Description Accountability Report, because a lot of
q€ating / copying the report is the Governor of Final Fiscal Year 2009, which in substanced cause problems. In addition to the adminishative aspecf there are political overtones
Hind the case of copy and paste the neport is 2010. Copy Paste the report is to resolve the
GE seems to run smoothly because of the political compromise between the Govemor witht Pansus. The case report is copy and paste 2010 is a bit much for bringing influence on
goremment. Politically this case report is also having a negative impact. The authority of the
Crcnor has suffered tremendously, and this of course would be an indirect impact on
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